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APBD DKI Jakarta Disahkan Rp 73,08 Triliun

JAKARTA - Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah
(APBD) DKI Jakarta 2015 di-
sahkan kemarin sebesar
Rp73,08 triliun. Sekretaris
Daerah DKI Jakarta Saefullah
mengatakan, anggaran yang
meningkat 0,24% dari tahun
lalu itu diupayakan dapat di-
cairkan akhir Februari.

APBDyangbarudisahkanke-
marin dalam sidang paripurna
DPRD DKI Jakartaakan dikirim
ke Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri). Apabilatidakada
revisi, anggaran tersebut di-
kelola Badan Pengelola Keuang-

- an Daerah (BPKD) sebelum di-
berikankemasing-masingpeng-
guna anggaran. ‘Palinglambat
akhir Februarisudahbisa diope-
rasionalkan. Cepetkok diKemen-
dagri mah,” kata Saefullah di
Balai Kotakemarin.

Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta M Taufik menuturkan,
proses evaluasi pengesahan
APBD oleh Kemendagri diper-
kirakan memakan waktu se-
kitar dua pekan, setelah itu di-
kembalikan ke DKI Jakarta.
Apabilatidakadarevisi,anggar-
an dicairkan akhir Februari.

Taufikmengakuipengesahan
APBD mengalami keterlambat-
an lantaran terganggu berbagai
hal, seperti pembentukan alat
kelengkapan dewan, pelantikan
wakil gubernur, libur Natal dan
Tahun Baru. Kendati demikian,
politikus dari Partai Gerindraitu
optimistis penyerapan APBD
tahun ini bisa mencapai 100%.
“Tahunlaluitukan kendalanyadi
sistem lelang satu pintu melalui
ULP (unit lelang pengadaan)
Barang dan Jasa yang baru di-
terapkan.Parapenggunaanggar-
anituharus beradaptasi. Kalau
sekarang dilima wilayah sudah
adacabang-cabangUL,"jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Ba-
suki Tjahaja Purnama (Ahok)
memperkirakan anggaran baru
bisa dicairkan sekitar akhir Fe-
bruari. Diajuga optimistis pe-
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Gubernur DKl Jakarta
nyerapan anggaran tahun ini
berjalan maksimal. Selain su-

" dah tahun kedua menjalankan

proseslelangdiULPBarangdan
Jasa, pihaknya juga mengubah
sistem pembebasan tanah.
“SelamainikenapabisaSilpa
gede itu kan karena dulu kita
nentuin lokasi tanah, harga ta-
nah, baru SK, dan baru diang-

* garkan. Begitu dianggarkan,

ada keluarga yang gugat, lang-
sungnggak bisabayar. Sekarang
kita nggak tentukan lokasi,
taruhgja duitnyadulu. Ketemu
lokasi dan dinyatakan BPN ti-
dak ada masalah, kita baru SK
danbarukitabayar,”jelasnya.
Pengamat kebijakan publik
Universitas Indonesia Lisman
Manurungmengatakan, umum-
nya apabila anggaran baru di-
sahkan saat ini, paling tidak
Maretbarubisadigunakan. Ter-
penting, Pemprov DKI Jakarta
harus siap bekerja keras meng-
awasi penggunaan anggaran
melalui sistem elektronik. Apa-
bilasistemelektronikdanpeng-
guna anggaran tersebut sudah
berjalan dengan baik, Lisman
optimistis penyerapan anggar-
andapatmaksimal.
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